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Abstrak

Vaksin mencegah manusia dari penyakit berat, sehingga biaya pengobatan penyakit akan lebih murah. Vaksinasi COVID-
|9 diharapkan dapat mengurangi jumlah kematian akibat COVID-19, melindungi sistem kesehatan secara keseluruhan,
dan menjaga produktivitas. Pemberian vaksin COVID-19 harus didukung oleh sumber daya yang kuat, yaitu pendanaan,
sehingga wacana vaksin berbayar menjadi salah satu pilihan sehingga penelitian yang menilai kesediaan membayar vaksin
perlu dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kesediaan untuk membayar vaksin
COVID-19. Teknik penelitian menggunakan metode analisis kuantitatif dengan metode potong lintang. Metode
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jumlah sampel adalah 647 orang. Pendataan dilakukan pada |5-28 Januari
2021 sebelum program vaksinasi gratis dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, pekerjaan,
upaya mencari informasi vaksinasi, pendidikan, penghasilan, pengeluaran, upaya mencari informasi vaksinasi, kesediaan
untuk divaksinasi, domisili, kepemilikan asuransi kesehatan, pengetahuan melanjutkan penerapan 3M setelah divaksinasi
dan memiliki hubungan dengan keinginan untuk membayar vaksin COVID-I19. Faktor model yang mempengaruhi
keinginan untuk membayar vaksin COVID-19 di masyarakat Depok dan Bogor adalah kesediaan divaksinasi,
penghasilan, jenis asuransi, jenis kelamin, dan domisili. Upaya meningkatkan keinginan untuk divaksinasi perlu
ditingkatkan dengan promosi yang menarik terkait vaksin COVID-19, khususnya untuk peserta asuransi BPJS saja.
Kata Kunci: COVID-19, Kesediaan Membayar, Vaksin

Abstract

Vaccines prevent humans from serious diseases, so the cost of treating diseases will be cheaper. COVID-19 vaccination is
expected to reduce the number of deaths from COVID-19, protect the health system as a whole, and maintain productivity. The
administration of the COVID-19 vaccine must be supported by strong resources, namely funding so that the discourse on paid
vaccines is an option that research that assesses the willingness to pay for vaccines needs to be carried out. The purpose of this
study is to determine the characteristics of the willingness to pay for the COVID-19 vaccine. The research technique uses
quantitative analysis methods with cross-sectional studies. The sampling method is purposive sampling. The number of samples
is 647 people. Data collection was carried out on 15-28 January 202 | before the free vaccination program was implemented.
The results showed that age, gender, occupation, effort to find vaccination information, education, income, expenses, effort to
find vaccination information, willingness to be vaccinated, domicile, health insurance ownership, knowledge of continuing to apply
3M dfter being vaccinated, and a relationship with the desire to pay for the COVID-19 vaccine. The model factors that influence
the willingness to pay for the COVID-19 vaccine in the people of Depok and Bogor are willingness to be vaccinated, income,
type of insurance, gender, and domicile. Efforts to increase the desire to be vaccinated need to be increased with attractive
promotions related to the COVID-19 vaccine, especially for BPJS insurance participants only.
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Pendahuluan

Vaksin  memberikan  kekebalan
imunitas sehingga peluang hidup sehat
lebih besar dan memberikan peluang hidup
yang lebih panjang.! Vaksin berasal dari
bagian bakteri atau virus yang menyerang
manusia, yang mana bagian tersebut
dilemahkan dan disuntikkan ke dalam tubuh
manusia dengan harapan tubuh akan
membentuk antibodi terhadap bakteri atau
virus serupa untuk kemudian mampu
menciptakan imunitas terhadap paparan
bakteri atau virus yang asli. Vaksin
merupakan bagian penting dalam peradaban
manusia dalam menghadapi penyakit
mematikan dan menghindari penyebaran
wabah penyakit mematikan.?

Survei menunjukan masih ada
kelompok yang juga menolak akan adanya
vaksinasi. Penolakan vaksin ini memiliki
berbagai latar belakang alasan, mulai dari
alasan kekhawatiran kesehatan hingga
alasan agama. Hal ini belum termasuk
dengan kekhawatiran yang muncul dari
berbagai teori konspirasi terkait isu politik,
hanya untuk kepentingan korporat obat-
obatan, hingga isu genosida.®> Gerakan anti
vaksin ini sendiri bukanlah hal baru, yang
mana tercatat sudah ada sejak 1800-an.
Gerakan ini semakin meningkat terutama
pada 1998 terdapat satu dokter di London
yang menerbitkan laporan secara tidak tepat
terkait dengan dampak vaksin yang
dianggap mampu menyebabkan autisme
dan penyakit usus pada vaksin tertentu.

Vaksinasi ialah upaya kesehatan
masyarakat yang efektif dan efisien dalam
mencegah  penularan  penyakit yang
berbahaya. Sejarah membuktikan peranan
vaksinasi dalam menurunkan kasus
kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat
penyakit yang dapat dicegah dengan
vaksinasi (PD3V). Vaksinasi COVID-19
bertujuan untuk meminimalisir penyebaran
COVID-19, menurunkan angka positif dan

kematian COVID-19, dan mencapai
kekebalan kelompok (herd imunity) dan
melindungi masyarakat dari COVID-19

sehingga tetap produktif.®
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Hasil survei WHO mengenai vaksin
(2020) menunjukan bahwa tiga perempat
responden menyatakan telah mendengar
tentang vaksin COVID-19, dan dua pertiga
responden menyatakan bersedia menerima
vaksin  COVID-19.2 Survei Komite
Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan
Ekonomi Daerah Jawa Barat (Jabar)
memyatakan sebanyak 47,1% dari 1.086
sampling warga Jabar sudah ingin divaksin
COVID-19. Sementara ada 9% warga yang
sama sekali tidak bersedia  untuk
menjalankan vaksinasi, sedangkan 43,8%
warga masih belum memutuskan bersedia
divaksin atau tidak. Responden yang belum
memutuskan kebanyakan lebih ingin
mendapatkan informasi lebih mendalam
sebelum berkeyakinan untuk divaksin.®

Hasil survei persepsi masyarakat kota
Depok terhasap vaksin COVID-19 ada 4 hal
yang membuat masyarakat di Depok tidak
bersedia divaksin yaitu masyarakat belum
yakin akan keamanan vaksin COVID-19,
masyarakat belum percaya efektivitas
vaksin, masyarakat takut efek samping
vaksin dan masyarakat tidak percaya vaksin
COVID-19.” Tampak dari hasil penelitian
sebelumnya belum ada yang menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi
kesediaan membayar vaksin COVID-109.

Sejauh ini vaksinasi dilakukan secara

gratis, ditanggung sepenuhnya oleh
pemerintah.Vaksinasi  mandiri  pernah
direncanakan oleh pemerintah tetapi
kemudian dibatalkan setelah banyak
menerima banyak penolakan.® Tujuan
vaksinasi mandiri adalah untuk

mempercepat vaksin COVID-19 vyaitu
masyarakat tidak harus menunggu giliran
dari  Kementerian  Kesehatan  untuk
mendapatkan vaksinasi. Menurut Menteri
Keuangan, harga dan merk vaksin berbayar
ditentukan oleh Menteri Kesehatan pada
tahun 2022 mendatang.®

Kesediaan  masyarakat terhadap
vaksinasi berbayar tentu akan ditentukan
banyak faktor.1%!! Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui seberapa besar kesediaan
membayar vaksin COVID-19 Depok dan
Bogor dan menganalisis faktor-faktor yang
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berhubungan dengan kesediaan membayar
vaksin COVID-109.

Metode

Metode penelitian menggunakan
metode kuantitatif analitik dengan desain
potong lintang (cross-sectional). Variabel
terikat penelitian ini adalah kesediaan
masyarakat Kota Depok dan Bogor
divaksinasi COVID-19 dan variabel bebas
yaitu usia, domisili, jenis kelamin,
pekerjaan tingkat pendidikan, agama,
penghasilan, pengeluaran, kepemilikan
asuransi, jenis asuransi yang dimiliki,
pengetahuan rencanan program vaksinasi,
upaya pencarian informasi mengenai vaksin
COVID-19, dan pengetahuan tetap
melakukan protokol kesehatan 3 M walau
sudah divaksinasi dengan menyebarkan
kuesioner secara online dan offline.

Populasi adalah seluruh warga Kota
Depok dan Bogor. Metode pengambilan
sampel dengan quota sampling yaitu teknik
penarikan sampel yang sejenis dengan
teknik penarikan sampel stratifikasi akan
tetapi penarikan sampel dari masing-masing
daerah tidak menggunakan cara acak, tetapi
menggunakan cara kemudahan (accidental).
Penelitian ini menggunakan 8 enumerator
di daerah Depok dan Bogor, karena
pandemi maka responden dicari disekitar
lingkungan enumerator dengan jumlah
sampel 647 orang besar sample disetiap
daerah enumerator sebesar 80 responden.
Pengumpulan data dilakukan 15-28 Januari
2021, sebelum pemerintah memutuskan
untuk memberikan vaksin gratis COVID-
19. Instrumen pengambilan data dengan
google form disertai informed consent
dengan menyebarkan Kkuesioner secara
online dan offline.

Pengolahan data dilakukan dengan
langkah editing dan coding. Analisis data
menggunakan multivariat. Analisis
univariat digunakan untuk mengetahui
distribusi frekuensi dari masing-masing
variabel. Dan analisis bivariat untuk
mengetahui faktor-faktor yang
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mempengaruhi  kesediaan  divaksinasi
COVID-19 menggunakan uji korelasi chi-
square dilanjutkan dengan analisis uji
multikolineriaritas, counfounding  dan
interaksi  sebelum masuk dalam uji
multivariate uji regresi logistik ganda .

Hasil

Responden penelitian ini mayoritas
berusia produktif (18-54 tahun) 91,8%,
67% berdomisili di  Depok, 62%
perempuan, 27,4% pegawai swasta dan
IRT (24,1%), mayoritas lulusan SMA
keatas (90,2%), beragama Islam (97,3%),
berpenghasilan dibawah 1,5 juta (37,9%),
pengeluaran sama dengan penghasilan
(47%), memiliki asuransi  kesehatan
(81,5%), dan memiliki asuransi BPJS saja
(62,9%) (Tabel 1).

Hasil survei pada tabel 2 menunjukan
mayoritas responden mengetahui rencana
vaksinasi COVID-19 (98,5%), hasil ini
menunjukkan bahwa informasi tentang
vaksin ~ COVID-19 sudah  tersebar
menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
tetapi masih ada keraguan dari responden
untuk melakukan vaksinasi (46,1%) , dan
sebagian besar tidak mau membayar vaksin
(76,8%) sehingga sosialisasi vaksinasi perlu
digencarkan. Promosi kesehatan perlu
digencarkan agar pemahaman tentang
vaksin COVID-19 benar dan jelas sehingga
kesediaan divaksin bisa ditingkatkan.
Sebagian responden mengetahui prosedur
3M masih harus tetap dilaksanakan walau
sudah divaksinasi (94.3%) (Tabel 2).

Selanjutnya  dilakukan  analisis
bivariat dengan menggunakan uji chi
square untuk melihat hubungan antara
variable usia, domisili, jenis kelamin,
pekerjaan, tingkat pendidikan, agama,
penghasilan, pengeluaran, kepemilikan
asuransi, pengetahuan mengenai rencana
vaksinasi, upaya pencarian informasi,
pengetahuan mengenai 3M walau sudah
divaksin dengan kesediaan membayar
vaksin. Setiap variabel dibuat menjadi dua
kategori (Tabel 3).
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Tabel 1. Distribusi Karakteristik Responden

Variabel Kategori n %

Usia (tahun) <18 19 2,9
18-24 211 32,6
25-34 138 21,3
35-44 113 17,5
45-54 132 204

55-65 32 49

>65 2 0,3

Domisili Depok 434 67,1
Bogor 213 329

Jenis Kelamin Laki-laki 246 38,0
Perempuan 401 62,0

Pekerjaan Tidak Bekerja termasuk Pelajar/Mahasiswa 118 18,2
IRT 156 24,1

Pegawai Negri 45 7,0
Pegawai Swasta 182 27.4

Wirausaha 57 8,8

Petani/Nelayan 2 0,3

Buruh/Supir/Pembantu RT 17 2.6

Lainnya 70 108

Pendidikan Tidak /Belum Pernah Sekolah 4 0,6
Tidak Menyelesaikan SD 11 1,7

Lulus SD/MI 26 4,0

Lulus SMP/Tsanawiyah 23 3,6

Lulus SMA/Sekolah Menengah Kejuruan 320 49,6

Lulus Diploma/Sarjana/Magister/Doktor 263 40,6

Penghasilan <Rp 1.416.00 245 379
Rp 1.416.000- 2.128.000 66 10,2

Rp 2.128.001 — 4.800.000 177 27,4

Rp 4.800.001 -24.000.000 140 21,6

Rp > 24.000.000 19 2,9

Pengeluaran Lebih besar dari penghasilan 202 31,2
Sama dengan penghasilan 304 47,0

Lebih kecil dai penghasilan 141 218

Kepemilikan Asuransi Ya 527 81,5
Tidak 120 18,5

Jenis Asuransi yang dimiliki BPJS saja 407 62,9
Asuransi Kantor 48 7.4

BPJS dan Asuransi dari kantor 33 51

BPJS dan Asuransi Swasta 24 3,7

Asuransi Swasta 8 1,2

BPJS, Asuransi Swasta & Kantor 6 0,9

Asuransi Swasta & Kantor 1 0,2
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Tabel 2. Kesediaan Membayar Vaksin

Variabel Kategori n %
Kesediaan Membayar Vaksin Ya 150 23,2
Tidak 497 76,8
Tahu rencana Vaksin Ya 637 98,5
Tidak 10 1,5
Kesediaan Divaksin Ya 260 40,2
Tidak 89 13,8
Belum memutuskan 208 46,1
Berupaya mencari Informasi Ya 532 82,2
Tidak 115 17,8
Tahu Tetap 3M setelah vaksin ~ Ya 608 94,0
Tidak 39 6,0

Tabel 3. Analisis Bivariat Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kesediaan Divaksin

Kesediaan Divaksin

Variabel Kategori Ya Tidak Nilai p OR

n % n %

Usia (tahun) >25 120 28,8 297 71,2
<=25 30 13,0 200 87,0 <0,000 2,70

Jenis Kelamin Laki-Laki 93 37,8 153 62,2
Perempuan 57 14,2 344 858  <0,001 3,67

Domisili Depok 117 27,0 317 730
Bogor 33 15,5 180 84,5 <0,002 2,01

Pekerjaan Pegawai Swasta 67 36,8 115 63,2
Bukan Pegawai Swasta 83 17,8 382 82,2 <0001 2,68

Pendidikan Lulus SMA keatas 147 25,2 436 74,8
Tidak Lulus SMA 3 4,7 61 953 <0,001 6,86

Penghasilan Lebih besar dari 2,128 juta 122 36,3 214 63,7
<=2,128 juta 28 9,0 283 910 <0,000 576

Pengeluaran Pengeluaran < Penghasilan 127 28,5 318 715
Pengeluaran > Penghasilan 23 11,4 179 88,6 <0,001 3,12

Kepemilikan Asuransi  Ya 133 252 394 748
Tidak 17 14,2 103 858 <0,013 2,05

Upaya mencari Ya 150 28,2 382 718
Informasi Tidak 0 0 115 100 <0,001 0,718

Pengetahuan 3M Ya 149 24,5 459 755
setelah divaksin Tidak 1 2,6 38 974 <0,003 12,34

Kesediaan Divaksin Ya 135 51,9 125 48,1
Tidak 15 3,9 372 96,1 <0,001 26,78

Tabel 3 menunjukkan usia, jenis
kelamin, domisili, pekerjaaan, pendidikan,
penghasilan, pengeluaran, kepemilikan
asuransi  kesehatan, upaya pencarian
informasi vaksinasi, kesediaan divaksin dan
pengetahuan 3M setelah divaksin memiliki
hubungan dengan kesediaan membayar
vaksin.  Usia  berhubungan  dengan
kesediaan membayar vaksin (nilai p
0,001). Ada perbedaan yang signifikan
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kesediaan divaksin antara usia diatas 25
dengan usia dibawah dan sama dengan 25.
Usia diatas 25 lebih bersedia membayar
vaksin (28,8%) dibanding usia dibawah dan
sama dengan 25 (13%). Usia dibawah dan
sama dengan 25 (87%) lebih banyak
persentase yang tidak bersedia membayar
vaksin dibanding usia diatas 25 tahun
(71,2%). Usia diatas 25 tahun memiliki
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peluang 2,7 bersedia divaksin dibanding
usia di bawah dan sama dengan usia 25.

Ada perbedaan yang signifikan
kesediaan divaksin COVID-19 antara laki-
laki dan perempuan (nilai p =0,001). Laki-
laki memiliki peluang 3,67 kali untuk
bersedia membayar vaksin dibanding
perempuan. Laki-laki lebih tinggi bersedia
membayar vaksin (37,8%) dibanding
perempuan (14,2%). Nilai p-value 0,001
artinya ada hubungan antara jenis kelamin
dengan kesediaan membayar vaksin. Odds
ratio laki-laki terhadap perempuan yang
bersedia divaksin 3,67. Laki-laki memiliki
kecenderungan untuk bersedia membayar
vaksin 3,67 kali lebih besar dibanding
perempuan.

Ada perbedaan yang signifikan
kesediaan divaksin dilihat dari domisili.
Domisili  berhubungan dengan kesediaan
divaksin (nilai p =0.002). Responden yang
berasal dari Depok lebih bersedia
membayar vaksin (27%) dibanding berasal
dari Bogor (15,5%). Responden yang
berasal dari Depok memiliki
kecenderungan bersedia divaksin 2 kali
lebih besar dibanding responden dari
Bogor.

Responden pegawai swasta memiliki
kecenderungan untuk bersedia membayar
vaksin 2,68 kali lebih besar dibanding yang
bukan pegawai swasta. Pegawai swasta
memiliki kecenderungan untuk bersedia
membayar vaksin 2,68 kali lebih besar
dibandingkan bukan pegawai swasta. Ada
perbedaan yang signifikan antara pekerjaan
dengan kesediaan divaksin. Pekerjaan
berhubungan dengan kesediaan divaksin
(nilai p = 0.001). Pegawai swasta lebih
bersedia membayar vaksin  (36,8%)
dibanding dengan bukan pegawai swasta
(17,8%).

Ada perbedaan yang signifikan antara
pendidikan (lulus SMA keatas dengan yang
tidak lulus SMA) dengan Kkesediaan
membayar vaksin. Pendidikan berhubungan
dengan kesediaan membayar vaksin (nilai p
= 0,001). Responden yang lulus SMA
keatas lebih bersedia membayar vaksin
(25,2%) dibanding dengan responden yang
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tidak lulus SMA (4,7%). Responden yang
lulus SMA keatas memiliki kecenderungan
untuk bersedia membayar vaksin 6,86 kali
lebih besar dibanding responden yang tidak
lulus SMA.

Penghasilan  berhubungan dengan
kesediaan membayar vaksin (nilai p =
0,001). Ada perbedaan signifikan antara
kesediaan membayar vaksin dengan
penghasilan. Responden yang memiliki
penghasilan lebih besar dari 2,128 juta
(36,3%) lebih banyak bersedia membayar
vaksin dibanding responden berpenghasilan
sama dengan dan lebih kecil dari Rp 2,128
juta (9%). Responden yang lebih makmur
lebih cenderung untuk bersedia divaksin
5,76 kali dibanding responden yang kurang
makmur.

Perbandingan jumlah pengeluaran
dengan jumlah pemasukan memiliki
hubungan dengan kesediaan membayar
vaksin. Ada perbedaan antara kesediaan
membayar vaksin dengan perbandingan
pemasukan dengan pengeluaran.
Perbedaan  jumlah pengeluaran dengan
jumlah pemasukan berhubungan dengan
kesediaan divaksin (nilai p = 0,001).
Responden yang memiliki pengeluaran
lebih kecil dan sama dengan penghasilan
lebih bersedia membayar vaksin (31,5%)
dibanding pengeluaran lebih besar dari
jumlah penghasilan (16%). Responden
yang ekonomi lebih makmur lebih bersedia
membayar vaksin dibanding responden
yang tidak makmur. Responden yang
pengeluaran sama dengan dan lebih kecil
dari jumlah penghasilan lebih memiliki
kecenderungan untuk bersedia membayar
vaksin 2,4 kali lebih besar dibanding
responden yang pengeluaran lebih kecil dari
penghasilan. Responden yang pengeluaran
sama dengana dan lebih kecil dari
penghasilan (lebih makmur) lebih memiliki
kecenderungan bersedia membayar vaksin
3 kali lebih besar dibanding responden
yang pengeluaran lebih besar dari
penghasilan (kurang makmur).

Ada perbedaan yang signifikan antara
kesediaan membayar vaksin  antara
responden  yang memiliki  asuransi
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kesehatan dengan yang tidak memiliki
asuransi kesehatan. Kepemilikan asuransi
kesehatan berhubungan dengan kesediaan
membayar vaksin (nilai p = 0,013).
Responden yang memiliki asuransi lebih

bersedia membayar vaksin  (25,2%)
dibanding dengan responden yang tidak
memiliki asuransi (14,2%). Responden

yang memiliki asuransi kesehatan lebih
cenderung untuk bersedia membayar vaksin
2 kali lebih besar dibanding yang tidak
memiliki asuransi kesehatan.

Ada perbedaan yang signifikan antara
kesediaan membayar vaksin dan upaya
pencarian informasi mengenai vaksin
COVID-19. Upaya pencarian informasi
mengenai vaksin COVID-19 berhubungan
dengan kesediaan membayar vaksin (nilai p
= 0,001). Responden yang berupaya
mencari  informasi  mengenai  vaksin
COVID-19 lebih bersedia membayar vaksin
(28,2%) dibanding dengan responden yang
tidak memiliki upaya (0).

Ada perbedaan yang signifikan antara
kesediaan  membayar  vaksin  dan
pengetahuan tetap melaksanakan protokol
kesehatan 3M walau sudah divaksin.
Pengetahuan tetap melaksanakan
penegtahuan protokol 3M walau sudah
divaksin berhubungan dengan kesediaan
membayar vaksin (nilai p = 0.003).
Responden yang memiliki pengetahuan
tetap melaksanakan protokol 3 M walau

sudah divaksin COVID-19 lebih bersedia
membayar vaksin (24,5%) dibanding
dengan responden yang tidak memiliki
pegetahuan (2,6%). Responden yang
memiliki pengetahuan tetap melaksanakan
protokol kesehatan 3M walau sudah
divaksin lebih cenderung untuk bersedia
membayar vaksin 12 kali lebih besar
dibanding yang tidak memiliki
pengetahuan.

Ada perbedaan yang signifikan antara
kesediaan  divaksin  dan  kesediaan
membayar vaksin. Kesediaan divaksin
berhubungan dengan kesediaan membayar
vaksin (nilai p =0.001). Responden yang
bersedia divaksin COVID-19 lebih bersedia
membayar vaksin (51,9%) dibanding
dengan responden yang tidak kesediaan
divaksin (3,9%). Responden yang memiliki
kesediaan divaksin lebih cenderung untuk
bersedia membayar vaksin 26,78 kali lebih
besar dibanding yang tidak bersedia
divaksin.

Sebelum dilakukan analisis regresi
logistic ganda, dilakukan uji
multikolineriaritas. Didapatkan nilai VIP
collinerity statistic dibawah 10 (dibawah
2,9) maka tidak ada multikoleniaritas,
analisis regresi logistic ganda bisa
dilanjutkan. Setelah dilakukan analisis
confounding dan interaksi maka didapatkan
permodelan sebagai berikut :

Tabel 4. Pemodelan Uji Multivariat pada Kesediaan Membayar Vaksin

Variabel Full Mod_el_ Final Mo_de_l

OR Nilai p OR Nilai p

Jenis Kelamin Laki-laki 2,49 0,001 2,38 0,001

Penghasilan > 1,218 juta 4,06 0,001 3,84 0,001

Jenis Asuransi

BPJS+Lainnya 5,07 0,001 5,02 0,001

Kesediaan divaksin 26,36 0,001 26,18 0,001

Domisili 2,11 0,015 2,11 0,015

Pekerjaan 0,85 0,595

Nagelkerke R Square 0,572 0,571

Tabel 4 memperlihatkan model final kelamin, penghasilan, jenis asuransi,

berisi variabel jenis kelamin, penghasilan,
jenis asuransi, kesediaan divaksin, dan
domisili mempunyai R square 0,571 dan
full model terdiri dari 6 variabel yaitu jenis
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kesediaan divaksin, domisili dan pekerjaan
dengan R square 0,572. Pada model full,
dengan memasukkan variabel pekerjaan,
nilai nilai p pekerjaan tidak signifikan
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(0,60). Dengan demikian model yang
terbaik adalah model yang terdiri dari 5
variable yaitu jenis kelamin, penghasilan,
jenis asuransi, kesediaan divaksin dan
domisili. Model ini dapat menjawab
mengenai kesediaan membayar vaksin
COVID-19. Model final ini memiliki uji
kebaikan model (goodness of fit) dengan
nilai sig. Hosmer Lemeshow 0,23 diatas
0,05 maka keputusan yang diambil adalah
terima karena nilai signifikansi lebih besar
dari 0,05. Kesimpulannya adalah model
logit yang diperoleh bisa/layak untuk
digunakan. Pada uji ketepatan klasifikasi
model Nilai Overall percentage 85,5%
yaitu > 50% maka analisis bisa dilanjutkan.
Koefisien Nagelkerke sebesar 57,1% berarti
variabel  independen jenis  kelamin,
penghasilan, jenis asuransi, kesediaan
divaksin, dan domisili memengaruhi
kesediaan membayar vaksin secara umum
sebesar  57,1%  sedangkan = 42,9%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
termasuk dalam pengujian model.

Persamaan Regresi Logistik

Ln P/1-P =-8,554 + 0,837 Jenis Kelamin +
3,265 Kesediaan divaksin + 1,613 Jenis
Asuransi + 1,346 Penghasilan + 0,747
Domisili

Atau bisa menggunakan rumus turunan
dari persamaan di atas, yaitu:

Probabilitas = exp (--8,554 + 0,837 Jenis
Kelamin + 3,265 Kesediaan divaksin +
1,613 Jenis Asuransi + 1,346 Penghasilan
+ 0,747 Domisili) / 1 + exp -8,554 + 0,837
Jenis Kelamin + 3,265 Kesediaan divaksin
+ 1,613 Jenis Asuransi + 1,346
Penghasilan + 0,747 Domisili).

Pembahasan

Pandemi COVID-19 menimbulkan
banyak korban kesakitan  dan beban
ekonomi yang signifikan di dunia. Vaksin
dipandang sebagai cara yang efektif untuk
mencegah dan mengendalikan penyebaran
penyakit COVID-19 sehingga informasi
mengenai  kemauan membayar individu
vaksin COVID-19 pada masyarakat penting
dianalisa untuk mengetahui lebih jauh
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mengenai permintaan sosial, akses, dan
pembiayaan untuk vaksinasi COVID-19 di
masa  mendatang.’?  Hasil  survei
menunjukan kesediaan membayar vaksin
hanya 23,2% dengan kesediaan divaksin
40,2%. Hasil ini berbeda dengan penelitian
Harapan jika vaksin COVID-19 yang
sangat efektif tersedia, lebih dari 70%
anggota  masyarakat di  Indonesia
kemungkinan akan bersedia membayar
vaksin®!, Hasil berbeda juga ditemukan dari

penelitian  Carpio yang menyatakan
sebagian besar individu (60%)
menunjukkan bahwa mereka bersedia

membayar jumlah positif untuk vaksin
tersebut 13,7% mengatakan mereka hanya
akan menerima vaksin jika gratis; 14,1%
bersedia menerima vaksin hanya jika
dibayar; dan 12,2% tidak mau menerima
vaksin.'®* Padahal vaksinasi  dianggap
sebagai salah satu cara terbaik untuk
mencegah penyebaran COVID-19 dan
merupakan upaya yang dilakukan untuk

mengurangi  risiko  morbiditas  dan
mortalitas penyakit COVID-19.%
Pemerintah menetapkan kebijakan
vaksinasi COVID-19 untuk menjamin

keselamatan warganya dan meningkatkan
kekebalan masyarakat sekaligus
mengurangi jumlah orang yang terinfeksi.t®
Keengganan vaksin COVID-19 dapat
berakibat meningkatkan risiko yang cukup
besar karena tidak tercapai ambang cakupan
yang diperlukan untuk kekebalan kelompok
terhadap COVID-19.1

Keberhasilan  program  vaksinasi
penting karena tingkat serapan vaksin
COVID-19 yang sangat tinggi yang dapat
menghasilkan kekebalan kelompok.!® Dari
penelitian Finney ditemukan keberhasilan
program vaksinasi bergantung pada data
keamanan ilmiah yang tak terbantahkan
dikombinasikan dengan tingginya tingkat
penerimaan publik dan cakupan populasi.
Keragu-raguan terhadap vaksin, yang
ditandai dengan kurangnya kepercayaan
terhadap vaksinasi dan/atau rasa puas diri
terhadap vaksinasi yang dapat
menyebabkan penundaan atau penolakan
vaksinasi meskipun tersedia layanan, dapat
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mengancam keberhasilan program
vaksinasi  penyakit COVID-19. Laju
pengembangan  vaksin  yang  cepat,

informasi yang salah di media populer dan
media sosial, lingkungan sosial politik yang
terpolarisasi, dan kompleksitas yang
melekat pada upaya vaksinasi skala besar
dapat merusak kepercayaan vaksinasi
COVID-19. Meskipun pengalaman
lonjakan  infeksi COVID-19  yang
mematikan baru-baru ini telah
meningkatakan nilai vaksin COVID-19.
Kesediaan masyarakat untuk divaksinasi
COVID-19 akan membutuhkan penerapan
strategi  berbasis bukti yang dapat
memengaruhi  perubahan perilaku dan
mengatasi Kkeragu-raguan vaksin dengan
membangun upaya di tingkat kebijakan dan
masyarakat untuk memastikan akses
populasi ke vaksinasi COVID-19, respons
sistem pelayanan kesehatan yang kuat
sangat penting untuk mengatasi keragu-
raguan vaksin sehingga upaya intervensi
antarpribadi, tingkat individu, dan
organisasi dalam organisasi klinis untuk

mengatasi kesenjangan ini dan
meningkatkan  kesediaan = masyarakat
terhadap COVID-19 vaksinasi.?°

Hasil penelitian ini  menunjukkan
bahwa faktor usia, jenis kelamin, domisili,
pekerjaan, pendidikan, penghasilan,
pengeluaran, kepemilikan asuransi
kesehatan, upaya mencari informasi
vaksinasi,  pengetahuan  melanjutkan
penerapan 3M setelah divaksinasi dan
kesediaan untuk divaksinasi memiliki
hubungan  dengan  keinginan  untuk
membayar vaksin COVID-19. Hasil

penelitian ini sesuai dengan penelitian
Harapan dan Wang J yang menunjukan
pendapatan bulanan individu yang lebih
tinggi berhubungan dengan keinginan
membayar vaksin COVID-19.1112
Penelitian sesuai pula dengan penelitian
Cerda yaitu pendapatan dan pendidikan
yang berhubungan juga dengan kesediaan
membayar vaksin COVID-19.1" Cerda
menemukan variabel memiliki anggota
keluarga dengan COVID-19 meningkatkan
kemungkinan orang membayar untuk
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vaksin yang tidak diteliti dalam penelitian
ini.

Penelitian Sarasty memiliki
kesesuaian dengan hasil penelitian ini yaitu
hasil regresi menunjukkan bahwa kesedian
membayar vaksin  dikaitkan  dengan
pendapatan, status pekerjaan, dan domisili.
Sarasty melihat variabel kemungkinan yang
dirasakan perlu rawat inap jika tertular virus
penyebab COVID-19 memiliki hubungan
dengan kesediaan membayar vaksin.*® Hasil
yang sama juga ditemukan pada penelitian
Carpio usia, jenis kelamin, pendidikan,
domisili dan wilayah tempat tinggal, dan
pendapatan rumah tangga memiliki
hubungan dengan kesediaan membayar
vaksin (nilai p < 0.10).1°

Berdasarkan hasil penelitian penulis
menyarankan Pemerintah dapat
memberikan vaksin secara gratis kepada
kelompok berpenghasilan rendah dan
memungkinkan kelompok berpenghasilan
tinggi untuk membeli vaksin di sektor

swasta. Selain itu, desain kampanye
vaksinasi apa pun harus berfokus pada
mempengaruhi pendidikan melalui
informasi dan  meningkatkan tingkat
penerimaan vaksin, sambil
mempertimbangkan  situasi  kesehatan

masyarakat negara tersebut. Oleh karena

itu, setiap negara harus merancang
kampanyenya sendiri sesuai dengan situasi
kesehatan masyarakatnya, dengan

mempertimbangkan pedoman umum studi
ilmiah internasional.’

Pada penelitian ini edukasi vaksinasi
COVID-19 kepada ibu rumah tangga,
peserta BPJS, dan warga Bogor lebih
digencarkan lagi sehingga penerimaan
vaksinasi COVID-19 bisa meningkat.

Kesimpulan
Faktor-faktor yang mempengaruhi
kesediaan membayar vaksin yaitu usia,

jenis  kelamin,  domisili,  pekerjaan,
pendidikan, penghasilan, kepemilikan
asuransi  kesehatan, upaya mencari
informasi vaksinasi, pengetahuan
melanjutkan  penerapan 3M  setelah
divaksinasi ~ dan  kesediaan  untuk
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divaksinasi. Faktor model yang
mempengaruhi keinginan untuk membayar
vaksin COVID-19 di masyarakat Depok
dan Bogor adalah jenis kelamin, kesediaan
divaksin, jenis asuransi, penghasilan, dan
domisili.  Perempuan, peserta BPJS,
penghasilan lebih rendah dan responden
wilayah Bogor lebih perlu diedukasi
mengenai pentingnya vaksin COVID-19
sehingga meningkatkan kemauan
membayar vaksin COVID-19.

Saran

Sebagian besar responden tidak mau
membayar vaksin  (76,8%) sehingga
sosialisasi vaksinasi perlu digencarkan.
Pendidikan bagi perempuan terutama ibu
rumah tangga perlu dilaksanakan secara
intensif melalui jalur PKK
Kelurahan/Kecamatan dan edukasi bagi
peserta BPJS mengenai vaksinasi COVID-
19.
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